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ABSTRAK :  Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan 

melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya. 

 Perda ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, 

berkesinambungan, dan berkelanjutan. 

 Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: 

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2012. 

 Perda ini merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial yang 
berkembang di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa masih ada 
warga di negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya 
secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. 
Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan 
pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan 
secara layak dan bermartabat. Perda ini mengatur agar penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga 
negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. 

 

 

Catatan 

 Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Agustus 2024 

 Penjelasan terdapat 5 halaman. 


